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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan tax review yang dilakukan terhadap kewajiban PPh dan 

PPN yang harus dipenuhi PT KA, berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari 

review atas seluruh kewajiban perpajakan PT KA: 

1. Dalam memenuhi kewajiban PPh, PT KA belum sepenuhnya patuh secara 

formal, karena ditemukan 7 keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 serta 6 

keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Akan tetapi, pada PPh 

Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2) tidak terdapat keterlambatan penyetoran dan 

pelaporan, kemudian SPT Tahunan Badan telah dilaporkan sebelum batas 

waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, PT KA juga belum sepenuhnya 

patuh secara material, karena pada PPh Pasal 4(2) ditemukan kesalahan 

pengenaan tarif seharusnya dikenakan tarif 1.75% tetapi PT KA mengenakan 

tarif 2%. Hal ini disebabkan oleh staf keuangan yang tidak melakukan 

pemeriksaan kembali tarif yang tercantum dalam invoice dengan tarif yang 

berlaku pada UU No.9 Tahun 2022. Pada perhitungan PPh Pasal 4(2) atas 

penghasilan yang diterima dari penjualan rumah seharusnya dikenakan PPh 

Pasal 4(2) pada uang muka yang diterima, tetapi adanya pengakuan 

pendapatan pada PSAK 72 sehingga pemotongan 2.5% dikenakan pada 

pendapatan yang telah diakui. Pada PPh Pasal 21 terdapat kesalahan 

perhitungan serta adanya penghasilan tidak teratur yang belum dihitung PPh 

Pasal 21, hal ini terjadi karena terdapat pegawai tetap yang berhenti bekerja, 

lalu terdapat 1 karyawan yang tidak memiliki NPWP dan tidak dikenakan tarif 

20% lebih besar, kemudian terdapat perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT KA 

kepada tujuh karyawan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada 

PPh Pasal 23, tidak terdapat kesalahan perhitungan sehingga 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Tidak 

terdapat PPh Pasal 22 dan Pasal 25 karena PT KA tidak ada transaksi dengan 

BUMN, serta tidak ada PPh Badan karena PPh Badan nihil akibat seluruh 

penghasilan PT KA yang merupakan objek pajak final. Pada PPh Badan, 

seluruh penghasilan PT KA merupakan objek pajak final sehingga tidak 

dilakukan rekonsiliasi fiskal dan PPh badan nihil. 
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2. Dalam memenuhi kewajiban PPN, PT KA sudah sepenuhnya patuh secara 

material tetapi belum sepenuhnya patuh secara formal. Ditemukan kesalahan 

perhitungan pada Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, akan tetapi PT KA 

telah melakukan pembetulan SPT, sehingga perhitungan PPN Lebih bayar 

sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian ditemukan tujuh 

keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa PPN. Meskipun PT KA telah 

membayar seluruh denda keterlambatan, tetapi PT KA belum memenuhi 

kepatuhan formal untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya dengan tepat 

waktu. 

3. Secara keseluruhan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, PT KA belum sepenuhnya patuh tehadap 

kewajiban perpajakan. Sebab, PT KA masih mengalami keterlambatan dalam 

menyetor dan melaporkan pajaknya, meskipun PT KA telah menerima 

konsekuensi keterlambatan dengan membayar denda, tetapi hal tersebut 

tidak memenuhi kepatuhan formal untuk menyetor dan melaporkan pajak 

dengan tepat waktu. Kemudian ditemukannya kesalahan pengenaan tarif dan 

ditemukan penghasilan yang belum dipotong PPh, sehingga PT KA belum 

sepenuhnya patuh secara material.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan tax review yang dilakukan terhadap kewajiban 

PPh dan PPN yang telah dipenuhi oleh PT KA, berikut ini merupakan saran yang 

dapat direkomendasikan kepada PT KA: 

1. Pegawai bagian keuangan perlu mengetahui objek yang dikenakan pajak, dan 

tarif PPh sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melakukan briefing atau sosialisasi pajak kepada 

pegawai keuangan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menghitung pajak, serta tarif PPh sesuai Undang-Undang Perpajakan yang 

berlaku. kemudian PT KA menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pada pegawai keuangan untuk melakukan verifikasi tarif PPh yang tercantum 

pada invoice yang diterima, atau pegawai keuangan dapat melaporkan bukti 

potong PPh kepada konsultan pajak sebelum bukti potong dan penghasilan 

tersebut diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk 

memastikan kesesuaian jumlah potongan PPh. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menghindari kesalahan tarif yang dikenakan dan mencegah terjadinya Kurang 
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Bayar, karena atas Kurang Bayar tersebut akan dikenakan sanksi administrasi 

sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2. Pada perhitungan PPh Pasal 21, ditemukan adanya penghasilan tidak teratur 

yang belum dipotong PPh Pasal 21. Sebab, berdasarkan konfirmasi dari 

bagian HRD, komisi serta uang lembur digabungkan dengan gaji pegawai 

perbulan. Oleh sebab itu, sebaiknya PT KA memberikan SOP pada bagian 

HRD untuk melakukan pengelompokkan penghasilan teratur dan penghasilan 

tidak teratur karyawannya dengan memisahkan antara uang lembur, bonus, 

komisi dengan gaji per bulan karyawannya. Hai ini dilakukan agar konsultan 

pajak dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tidak 

teratur sesuai Undang-Undang PPh dan mengantisipasi diterbitkannya Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) serta timbulnya sanksi atas kurang 

bayar tersebut. Kemudian PT KA dapat meminta konsultan pajak untuk 

menyerahkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 setiap bulannya kepada bagian 

keuangan, sehingga sebelum dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 21, 

pegawai keuangan dapat memastikan seluruh penghasilan yang tertera pada 

daftar gaji mulai dari gaji perbulan, komisi, bonus, THR hingga uang lembur 

telah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 oleh konsultan pajak. 

3. PT KA perlu memperhatikan batas waktu setor pajak dan batas waktu lapor 

SPT, karena pada PPh Pasal 21 terdapat keterlambatan waktu penyetoran 

pajak selama 3 bulan dan terdapat keterlambatan pelaporan PPN selama 7 

bulan dari batas waktu yang telah ditentukan. PT KA dapat membuat 

pengingat waktu pada aplikasi kalender untuk waktu pembayaran dan 

pelaporan pajak. hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sanksi atau denda 

yang dikenakan akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak. 

4. PT KA Sebaiknya segera membayar sanksi bunga dan denda akibat 

keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, sebab semakin lama PT KA 

tidak membayar sanksi, maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah 

sanksi admimnistrasi yang harus dibayar. 

5. Meskipun telah menggunakan konsultan pajak, PT KA perlu mengetahui 

peraturan perpajakan terbaru. Untuk tahun pajak selanjutnya yaitu tahun 2024 

mulai berlakunya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema tarif efektif 

rata-rata (TER) yang tercantum dalam PMK No.168 tahun 2023. Perhitungan 

PPh Pasal 21 untuk tiap masa pajak selain masa pajak terakhir dilakukan 

dengan cara mengalikan penghasilan bruto pegawai dengan tarif efektif. Pada 
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masa pajak terakhir yaitu bulan Desember, perhitungan dilakukan 

menggunakan tarif skema penghasilan neto dikurangi PTKP dikalikan dengan 

tarif Pasal 17 ayat 1(a) yang berlaku saat ini. Berikut ini contoh skema 

perhitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2024 pada salah satu karyawan: 

 

Karyawan An menerima penghasilan bruto per bulan sebesar Rp6.000.000, 

belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada PMK No.168 

tahun 2023, tarif efektif yang dikenakan sebesar 0,75%. 

Gambar 5.1  

Skema perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER 

Sumber: Daftar gaji karyawan, PMK No.168 tahun 2023, diolah penulis 

 

Pegawai PT KA perlu mengetahui PPh Pasal 21 yang dipotong pada 

penghasilan yang akan diterima untuk memastikan bahwa mereka telah 

memenuhi kewajiban perpajakannya dan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong 

atas penghasilan yang diterima sudah tepat tidak ada kesalahan dalam 

perhitungan PPh Pasal 21 serta penghasilan yang mereka terima. 
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